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Ikhtisar Putusan :  

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai 

advokat dan saat ini telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kepolisian Republik 

Indonesia (Polri) atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau fitnah 

dan/atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan 

rakyat dan/atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang 

tidak lengkap berdasarkan Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) 

dan/atau Pasal 310 dan/atau Pasal 311 KUHP.  

  Selanjutnya dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon, terkait dengan 

kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat bahwa oleh karena objek 

permohonan a quo adalah pengujian materi muatan norma pasal dalam UU 18/2003 

terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. 

Mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Mahkamah menilai bahwa 

Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut Pemohon 

dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, 

yakni frasa “tidak dapat dituntut” dalam Pasal 16 UU 18/2003 yang telah dimaknai oleh 

Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 dan Penjelasan 

Pasal 16 UU 18/2003. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut 

bersifat spesifik dan aktual karena Pemohon sebagai advokat yang sedang menjalankan 

profesinya saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri atau setidak-tidaknya 
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potensial dapat terjadi karena tidak terdapat jaminan hak imunitas bagi profesi advokat 

ketika menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan 

klien di dalam dan di luar sidang pengadilan. Oleh karena itu, terlepas dari ada atau 

tidaknya mpersoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh Pemohon, menurut 

Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam 

permohonan a quo. 

Bahwa oleh karena pokok atau substansi permohonan Pemohon telah jelas, 

menurut Mahkamah, tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan 

pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. 

Selanjutnya sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, ternyata 

Mahkamah pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas Pasal 16 UU 18/2003 

yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, yang diucapkan dalam 

sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Mei 2014. Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 52/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-

XVI/2018, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 27 

Februari 2019. Selain itu, Mahkamah ternyata juga telah pernah memutus perkara 

pengujian konstitusionalitas Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 yaitu dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang pleno 

terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2023. 

Kemudian dalam mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah 

terlebih dahulu menjelaskan kerangka konstitusionalitas imunitas advokat dalam 

menjalankan profesinya yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu prinsip yang 

harus ada dalam sebuah negara hukum adalah prinsip persamaan di hadapan hukum 

(equality before the law) sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 

1945. Pada dasarnya, persamaan di hadapan hukum berarti setiap individu, tanpa 

memandang status sosial, kekayaan, ras, jenis kelamin, atau karakteristik lainnya, tunduk 

pada hukum yang telah ditetapkan oleh negara dan memiliki hak serta perlindungan hukum 

yang sama. Tidak ada yang berada di atas hukum, dan tidak seorang pun seharusnya 

didiskriminasi atau diberikan perlakuan istimewa dalam hukum. Akan tetapi, Tom Bingham, 

seorang mantan Ketua Mahkamah Agung Inggris dan Wales dalam bukunya The Rule of 

Law (2010) memberikan pemaknaan lebih luas terhadap prinsip persamaan di hadapan 

hukum sebagai “The laws of the land should apply equally to all, save to the extent that 

objective differences justify differentiation.” Artinya, walaupun pada dasarnya hukum harus 

berlaku sama bagi setiap orang, akan tetapi dimungkinkan adanya perbedaan perlakuan di 

hadapan hukum asalkan perbedaan tersebut secara objektif dibenarkan oleh hukum. Dalam 

konteks demikian, adanya pembedaan perlakuan kepada profesi advokat, in casu 

pemberian hak imunitas, bukanlah merupakan tindakan diskriminatif yang mengacu pada 

ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia karena diskriminasi yang dilarang adalah pembedaan perlakuan yang dapat 

merugikan kelompok masyarakat lain. Advokat memiliki peran penting dalam sistem 

peradilan Indonesia, karena diletakkan sebagai salah satu aparat penegak hukum yang 

mewakili kepentingan masyarakat [vide Pasal 5 ayat (1) UU 18/2003]. Pada posisi 

demikian, profesi advokat memiliki tugas untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan 

negara (polisi, jaksa, dan hakim) dengan masyarakat serta mengawasi bekerjanya sistem 

peradilan pidana sesuai dengan prinsip due process of law. Dengan pengertian, tugas, dan 

tanggung jawab profesi advokat demikianlah, keberadaan hak imunitas yang diberikan 

kepada advokat dalam menjalankan profesinya memiliki dasar rasionalitas dan takaran 
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konstitusionalitas yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia. 

Selanjutnya, terkait dengan frasa “tidak dapat dituntut” dalam Pasal 16 U 18/2003 

yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

26/PUU-XI/2013, Mahkamah berpendapat, hak imunitas yang diberikan oleh Pasal 16 UU 

18/2003 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

26/PUU-XI/2013 adalah termasuk dalam alasan pembenar dalam doktrin hukum pidana 

yang menghapuskan sifat melawan hukum atas suatu perbuatan karena melaksanakan 

undang-undang (te uitvoering van een wettelijke voorschrift), in casu UU 18/2003 juncto UU 

11/2011. Dalam kerangka demikian, meskipun suatu perbuatan telah memenuhi rumusan 

delik, akan tetapi oleh karena sifat melawan hukumnya perbuatan dihapuskan, maka si 

pembuat tidak dapat dimintakan pertanggujawaban pidana. Artinya, dengan adanya alasan 

pembenar maka suatu perbuatan dilarang dianggap sebagai suatu perbuatan yang dapat 

dibenarkan sehingga tidak dapat dipidana, misalnya perbuatan tersebut dilakukan untuk 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 31 

KUHP. Dengan demikian, menurut Mahkamah, setiap langkah dan tindakan yang dilakukan 

oleh advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan pembelaan klien di 

dalam maupun di luar sidang pengadilan adalah dapat dibenarkan secara hukum 

sepanjang dilakukan dengan iktikad baik. Artinya, pengertian frasa “tidak dapat dituntut” 

dalam pasal a quo mencakup seluruh tahapan dalam proses peradilan pidana, mulai dari 

tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan pada semua 

tingkatan, hingga pelaksanaan putusan. Apabila terdapat perbuatan yang dianggap 

memenuhi unsur sebagai sebuah perbuatan yang dilarang, maka terlebih dahulu akan 

dilakukan penyelidikan untuk menentukan perbuatan tersebut adalah tindak pidana atau 

bukan. Dengan adanya hak imunitas advokat maka setiap tindakan atau perbuatan advokat 

dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan klien di dalam maupun di luar 

persidangan sepanjang dilakukan dengan iktikad baik adalah merupakan suatu perbuatan 

yang dapat dibenarkan secara hukum dan bukan merupakan tindak pidana. Sehingga, 

dalam batas penalaran yang wajar, apabila terdapat dugaan tindak pidana yang dilakukan 

oleh advokat dalam menjalankan profesinya dengan iktikad baik maka seharusnya 

diberhentikan pada tahapan penyelidikan karena perbuatannya bukan merupakan tindak 

pidana dan tidak boleh dilanjutkan ke tingkat penyidikan, kecuali dapat dibuktikan 

sebaliknya. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan frasa “tidak dapat dituntut” 

dalam ketentuan Pasal 16 UU 18/2003 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 adalah bertentangan dengan Pasal 

28C ayat (2) UUD 1945 karena tidak mencakup tahap penyidikan adalah tidak beralasan 

menurut hukum. 

Kemudian terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan ketidakjelasan 

pengertian “iktikad baik” dalam Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 telah mengakibatkan 

pembatasan bagi advokat terhadap akses keadilan untuk mendapatkan bantuan hukum 

dan memberikan pembelaan terhadap klien, sehingga apabila terdapat pelanggaran hukum 

oleh advokat yang dilakukan dengan iktikad tidak baik, maka harus diperiksa melalui DKOA, 

Mahkamah mengutip kembali pertimbangan Mahkamah pada Sub-paragraf [3.13.3] dan 

Sub-paragraf [3.13.4] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XVI/2018 yang juga 

telah dikutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XXI/2023 yang 

diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2023, yang 

telah menjelaskan bahwa pendirian Mahkamah terkait dengan proses penegakan etik yang 
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sedang berlangsung yang dilakukan oleh DKOA tidak menghentikan proses pemeriksaan 

yang dilakukan oleh penegak hukum dan tetap harus dilakukan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Maka, kewenangan DKOA adalah terkait dengan 

penegakan nilai-nilai moral yang melekat pada profesi advokat (Kode Etik Profesi Advokat), 

sehingga dalam konteks memberikan penilaian terhadap “iktikad baik” yang berhubungan 

dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh advokat (pidana maupun perdata) bukanlah 

merupakan kewenangan DKOA, akan tetapi merupakan kewenangan aparat penegak 

hukum lain (polisi, jaksa, dan hakim). Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dengan adanya 

hak imunitas yang diberikan kepada advokat maka timbul tanggung jawab besar yang 

harus diemban oleh advokat sebagai salah satu aparat penegak hukum sekaligus untuk 

menjaga marwah profesi advokat sebagai officium nobile. Dengan demikian dalil Pemohon 

mengenai ketidakjelasan pengertian “iktikad baik” dalam Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 

telah mengakibatkan pembatasan bagi advokat terhadap akses keadilan untuk 

mendapatkan bantuan hukum dan memberikan pembelaan terhadap klien, sehingga 

apabila terdapat pelanggaran hukum oleh advokat yang dilakukan dengan iktikad tidak baik, 

harus diperiksa melalui DKOA adalah tidak beralasan menurut hukum. 

Selanjutnya terkait dalil Pemohon yang menyatakan ketiadaan penjelasan dari frasa 

“di luar persidangan”, dalam Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 akan menghilangkan unsur 

keseimbangan dalam pemeriksaan perkara oleh para advokat untuk membela kepentingan 

klien, yang mana hal ini akan menutup semua saluran atau sarana bagi advokat untuk 

bersuara menyampaikan kritik, saran, masukan, dan/atau pendapat untuk dan atas nama 

kepentingan klien, khususnya dalam lingkup penyiaran serta tidak menutup kemungkinan 

akan memunculkan tekanan, ancaman, paksaan terhadap advokat yang kritis dan vokal 

menyuarakan persoalan hukum yang dihadapi klien, Mahkamah berpendapat bahwa 

apabila Mahkamah mengikuti alur berpikir dari Pemohon, justru malah akan mempersempit 

makna “di luar persidangan” yang secara umum diartikan sebagai proses penyelesaian non 

litigasi, yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di 

luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Mahkamah 

juga menekankan bahwa titik sentral dari hak imunitas advokat ini adalah bertumpu pada 

adanya iktikad baik dari advokat pada saat menjalankan tugas profesinya. Artinya, segala 

tindakan hukum di luar pengadilan seperti menyampaikan kritik, saran, masukan, dan/atau 

pendapat untuk dan atas nama kepentingan klien, khususnya dalam lingkup penyiaran juga 

harus dilakukan berdasarkan pada iktikad baik dari advokat sebagai bagian dari aparat 

penegak hukum. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon a quo juga tidak beralasan 

menurut hukum. 

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat norma 

frasa “tidak dapat dituntut” dalam Pasal 16 UU 18/2003 yang telah dimaknai oleh 

Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 dan Penjelasan 

Pasal 16 UU 18/2003 telah ternyata tidak bertentangan dengan pemenuhan hak untuk 

memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun 

masyarakat, bangsa, dan negaranya yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 

sebagaimana didalilkan oleh Pemohon sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan 

menurut hukum untuk seluruhnya. 

Dengan demikian, selanjutnyamenjatuhkan putusan yang amarnya Menolak 

permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 

 


